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BUPATI BANTUL

PEITATI IPdN BUPATI BANTUL

NOMOR 13 1 TAHUN 2OO?

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGA}I KEJURUAN (SMIq NEGERI 1 PLERET

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa unuk.memperluas jangkauan pendidikan kepada nasyarakat di wiiayahtsantul. memberdaya_kan potensi wilatai dan dukungan ...i"'p,i 
"r 

lr"uii_gpendidikan, perlu dibentuk Sekolah rr.l""""g"h K;iui;* isMij ;ilG#:,a,rPleret;

b. bahwa berdasarkan sebagaimara dimaksud huruf a. perlu rnenetaotlnP_eraturan Bupari Banrul r;ntang pembenrukan s"t"lrl' v'""."sj''i.llt^*
{SMK) Neseri I pleret:

l u.ndang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-DaerahKabupaten Dalam Lingktutgan Daerah Istim"*"'V"g""t*", 
*'

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
Undang-U;rdring Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerahsebagaimara lctah diubai dengan Undang_Und-g' N;;"; 8 

- 
i;*"iil;tenrang-Penetapan peraruran l.eirerjnrah pengganti "Unaang_Uraa,'lr' 

fr"rn#:Tchun 2_005 tenrang perubaian eres Undallgiitn6alg N;;"r'3; i"";;; ;;n;tentang Pemedntahan Daerah Menjadi Undan!-Undan"g;

Mengingat :

2.

3.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuargan AntaraPemerinrah pusar dan pemerinraran Daerah: 
c --' !<iF'|! rr!uc'tsd dr

5. Peraturan Peme ntah Nomor 32- Tahun 1950 tentang penerapan MulaiBerlckunla Undang-Undang 1950Nomor t2. I3. l4d;l;r 
'"-iJ' 'l

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikar;

8, Peratuan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta MasyarakatDalam Pendidikan Nasional;

9. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebuclayaan Nomor 0490fu/)992 rentargSekolah Menengah Ke;uruan;



10. Peraturan Daemh.Kabupaten Ba.lltul Nomor 27 Tahun 2000 tentang penctapan
Kewenangan Wajib Kabupaten Bartul;

- 
11. Perahlan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 .l.ahun 2000 tentang

Pembentukan dan Organisasi Dinas pendidikan dan Kebudayaan K"br;";;
Bantul;

12. pemturan Daerah Kabupaten Baotul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistempenyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bantul;

Memperharikar: Sural Direklorat Jenderal, pendidikaa Dasar dan Menengah Depaflemen NasionalNomor 1657/C5.2MN/2003, langgal J September 2005, perihat f"ng".U-gun
SMK Terpadu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : pERATURAN 
-BUPA-TI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAHMENENGAH KEruRUAN (SMK) NEGERI 1 PLERET.

Pasal I

Dengan Pemtuan Bupati ini dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 plerer.

Pasal 2

Bidang keahlian yang dikembangkan di SMK Negeri 1 pleret adalah ;a. reknik elektro dengan program keahlian lisrriiinsrrlasi;
b. reknik eleklro dengan program keahlian Iistrik pemakaian.

Pasal 3

Susunan organisasi SMK Neoeri 1 pleret sesuai dengan susunan organisasi Sekolah Menengah. Kejuruan berdasarkan peraruian 

- 
Daerah xuuuput"n'n-iui*fr,n"o, 47 Ta-hun 2000 renrans^ Pembentukan dan organiasi Dinas pendidik"n d; ft;;;la;;?abuiui". s"r,,ur.

Pasal 4

Kebutuhan tenaga Kepala Sekolah, g'ru dan tenaga administrasi diatur lebih la,-,jut oleh Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul. -

pasai 5

segala biaya yang timbul sebagai akibar diretapkannya peraturan Bupari ini dibebankan pada AnggaranPcndapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn B-trt ,;;r,;;;., ;;;;in yang sah dan tidak mengikat.



Pasal 6

Peratural 
lwati 

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, lemedntahkan pengundangan peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bannrl

Nomor 3 2 -Tahun 2007

M'IDHAM SAMAWI


